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Abstrak

Laporan Kuliah Kerja Lapang (KKL) ini menganalisis proses administrasi
tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.
Dinas ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan
infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan di daerah tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses administrasi tata
ruang dilakukan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan
meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan KKL
berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses
administrasi tata ruang telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala
seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya sumber daya yang memadai.
Upaya untuk mengatasi kendala ini meliputi peningkatan efisiensi proses
administrasi melalui digitalisasi dan pelatihan bagi staf. Pengalaman KKL ini
memberikan wawasan praktis mengenai pengelolaan administrasi tata ruang
serta pentingnya perencanaan yang terstruktur dalam pembangunan daerah.

Kata Kunci: Administrasi Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten
Cianjur, Kuliah Kerja Lapang, Digitalisasi Arsip, Efisiensi Operasional.

Abstract

This Field Work Report (KKL) analyzes the spatial planning administration
process at the Public Works and Spatial Planning Office of Cianjur Regency.
This department plays a crucial role in supporting sustainable infrastructure
development and spatial planning in the region. The study aims to understand
how the spatial planning administration process is carried out, the challenges
encountered, and the efforts made to overcome these challenges. The data
collection methods used include observation, interviews, and documentation
during the KKL activities. The findings indicate that while the spatial
planning administration process has been functioning well, there are
challenges such as complex bureaucracy and insufficient resources. Efforts to
address these challenges include improving administrative efficiency through
digitization and staff training. This KKL experience provides practical
insights into the management of spatial planning administration and
highlights the importance of structured planning in regional development.

Keywords: Spatial Planning Administration, Public Works Office, Cianjur
Regency, Field Work, Archive Digitization, Operational Efficiency.
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PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang merupakan elemen
penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di
Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)
memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi pembangunan
daerah. Sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas
perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan tata ruang, Dinas PUTR
berkontribusi langsung dalam memastikan pembangunan yang terstruktur dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan latar belakang
masalah berfokus pada peran penting Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
(PUTR) Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur
dan penataan ruang yang berkelanjutan. Dinas PUTR ini merupakan
perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan otonomi daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas di Dinas
PUTR menjadi perhatian utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang
berkualitas di wilayah Cianjur, Permasalahan yang diangkat dalam laporan ini
adalah bagaimana proses administrasi tata ruang dilakukan di Dinas PUTR
Kabupaten Cianjur, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tersebut,
dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan
Tujuan dari Kuliah Kerja Lapang (KKL) ini adalah untuk memberikan
mahasiswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah
diperoleh dalam konteks nyata di lapangan, memperdalam pemahaman
tentang administrasi tata ruang, dan memahami kendala serta solusi yang
terkait dengan proses administrasi tata ruang di Dinas PUTR Kabupaten
Cianjur. Dalam konteks ini, analisis terhadap proses administrasi tata ruang di
Dinas PUTR Kabupaten Cianjur menjadi sangat relevan. Proses
administrasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk mengatasi berbagai
tantangan yang muncul, termasuk kendala dalam hal perizinan, pengelolaan
sumber daya manusia, serta upaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas

mengenai proses administrasi yang berlangsung, tantangan yang dihadapi,
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serta solusi yang diterapkan untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, kegiatan Kuliah
Kerja Lapang (KKL) ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis
bagi mahasiswa, memperdalam pemahaman terhadap teori yang telah
dipelajari, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan
kualitas tata kelola administrasi di Dinas PUTR Kabupaten Cianjur. Laporan
ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peningkatan efisiensi dan

efektivitas proses administrasi tata ruang di masa depan.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan
pemahaman mendalam tentang proses administrasi tata ruang yang kompleks
di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur. Dengan studi
kasus, peneliti dapat menggali secara intensif fenomena yang terjadi dan
membangun pemahaman yang komprehensif. Waktu dan Tempat Kuliah
Kerja Lapangan (KKL) Kegiatan Kuliah Kerja Lapang (KKL) dilaksanakan
selama satu bulan mulai tanggal 25 Juli 2024 — 23 Agustus 2024. Hari kerja
dimulai Senin — Jum’at dan waktu kerja dimulai pukul 07.30 — 16.00 WIB.
Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bertempat di Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur. Instansi tersebut berlokasi di
Jalan Adi Sucipta, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
43212. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, metode
penelitian dalam laporan ini termasuk dalam metode penelitian kualitatif.
Metode ini ditandai dengan teknik seperti observasi, wawancara,
dokumentasi, dan studi pustaka yang bertujuan untuk menggali pemahaman
mendalam tentang fenomena yang diteliti, tanpa fokus pada pengukuran
numerik atau statistik, teknik pengumpulan data yang di merupakan langkah
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data dapat

dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya:
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a) Observasi, merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh
peneliti terhadap permasalahan yang terjadi.

b) Wawancara, merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau
lebih dengan tujuan mencari data kepada narasumber sesuai
kebutuhan data peneliti.

c) Dokumentasi, merupakan kegiatan mengambil gambar di tempat yang
diteliti sesuai kebutuhan data.

d) Studi pustaka, merupakan kegiatan pengambilan data dari buku,

peraturan dan sumber internet.

Analisis data dalam laporan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan
mencatat data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data di atas,
terutama terkait dengan surat-surat administrasi umum seperti PKKPR
(Persetujuan  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan KTR
(Keterangan Tata Ruang), menganalisis kesesuaian antara data yang
diperoleh dengan teori-teori atau konsep-konsep yang relevan yang telah
dipelajari, misalnya, teori administrasi dan pengelolaan tata ruang, evaluasi
terhadap proses administrasi yang berjalan di Dinas PUTR, terutama dalam
pengelolaan surat masuk dan arsip, serta proses pengambilan keputusan
dalam kegiatan tata ruang dan menyusun laporan hasil analisis yang
mencakup penemuan lapangan, analisis kesesuaian tata ruang, dan

rekomendasi untuk perbaikan proses administrasi di Dinas PUTR
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Selama KKL di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten
Cianjur, berbagai kegiatan administrasi terkait tata ruang telah dilakukan,
termasuk pendataan surat masuk, pengarsipan data, pembuatan surat dinas,
serta pelaksanaan survei lapangan. Data yang dikumpulkan mencakup rincian
permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), analisis

hasil survei, dan dokumen tata ruang lainnya.
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Tabel berikut ini menunjukkan jumlah dan jenis data yang diolah

selama kegiatan KKL.

Tabel Hasil Jumlah dan Jenis Data yang Diolah

i Jumlah
JenisData Proses Pengotahan
Kasus
Surat-Masuk BidangTata -
120 Pendataan dan pengarsipan
Ruang
Dokumen KKPR 45 Analisis dan verifikasi
Hasil Survei Lapangan 15 Pengolahan dan pelaporan
Nota Dinas 25 Pembuatan dan distribusi

Survei lapangan dilakukan di beberapa lokasi seperti Desa Benjot, Desa
Cibulakan, dan Desa Karangtengah untuk memverifikasi kesesuaian. Gambar
berikut menampilkan peta wilayah yang disurvei. Dari hasil survei ini,
beberapa wilayah ditemukan gagal verifikasi dengan perencanaan ditentukan,
terutama di Desa Karangtengah, yang menunjukkan adanya aktivitas
pembangunan yang tidak memiliki izin tata ruang. KKPR berfungsi sebagai
alat pengendalian pemanfaatan tanah yang melibatkan evaluasi terhadap
penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang. Proses ini memastikan
bahwa setiap aktivitas pembangunan telah memenuhi persyaratan yang

berlaku.
Pembahasan

Rincian Pekerjaan (Job Description) Berikut merupakan rincian pekerjaan
yang dilakukan selama 1 (satu) bulan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan

di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur, diantaranya :

1. Mendata surat masuk ke Bidang Tata Ruang Kegiatan ini adalah
menerima surat masuk sesuai dengan keterangan disposisi yang

tertera. Lalu surat tersebut diidentifikasi, dicatat, dan didata ke dalam
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sistem. Informasi penting tersebut seperti tanggal penerimaan, nomor
surat, pemohon, alamat, dan perihal surat. Setelah surat dicatat dan di
data kedalam sistem, dan menyerahkan surat tersebut ke pihak yang
dituju biasanya disampaikan kepada kepala bidang tata ruang.
Kegiatan ini membantu memastikan alur komunikasi yang efisien dan
pengelolaan dokumen yang rapi di Dinas PUPR terutama di bidang
Tata Ruang.

2. Menginput dan mengarsipkan data KTR dan PKKPR Kegiatan ini
adalah  kegiatan menerima berkas-berkas terkait informasi
permohonan KTR (Keterangan Tata Ruang) dan PKKPR (Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dari pemohon atau
instansi. Berkas tersebut diinput kedalam sistem basis data yang
digunakan oleh dinas, penginputan data mencakup informasi seperti
nama pemohon, lokasi dan luas lahan, tujuan pemanfaatan ruang, serta
status persetujuan. Setelah didata, surat tersebut lalu diarsipkan sesuai
dengan kategori yang termasuk dalam KTR ataupun PKKPR sehingga
mudah ditemukan ketika diperlukan.

3. Membuat Surat Dinas Dalam pembuatan surat dinas ini dilakukan
ketika adanya kegiatan lapangan berupa survei ataupun kegiatan
undangan diskusi. Proses ini dimulai dengan menerima instruksi atau
permintaan pembuatan surat dari atasan atau divisi terkait. Dalam
pembuatan surat dinas ini mencakup informasi mengenai tujuan
perihal surat, isi pokok yang disampaikan, dan kepada siapa surat
tersebut diteruskan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, langkah
pertama adalah 24 menyusun draft surat dengan memperhatikan
struktur yang benar, termasuk mengenai nomor surat, tanggal,
lampiran, dan perihal. Isi surat ditulis dengan jelas dan menyampaikan
informasi atau permintaan secara tepat dan ringkas. Setelah draft surat
selesai, dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada kesalahan
penulisan atau informasi yang kurang. Jika sudah sesuai, surat
tersebut disimpan di arsip atau dicetak lalu diberikan pada bagian
terkait.
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4. Mengikuti kegiatan rapat pertimbangan rekomendasi KKPR Kegiatan
ini adalah kegiatan mengikuti rapat yang biasanya dihadiri oleh
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat dinas, perwakilan
pemerintah daerah, dan konsultan tata ruang. Pembahasan selama
rapat berfokus pada evaluasi permohonan KKPR, kelengkapan
dokumen, kesesuaian rencana dengan tata ruang yang ada, dan
dampak lingkungan. Pencatatan notulen mengenai poin poin penting
, rekomendasi dan Keputusan yang dihasilkan, kemudian notulen ini
diserahkan kepada atasan atau divisi terkait untuk ditinjau dan
diarsipkan.

5. Mengikuti kegiatan pelaksanaan survey lapangan Kegiatan ini adalah
kegiatan survey lapangan, ada beberapa lokasi yang dilaksanakan
survey selama magang yaitu Desa Benjot, Desa Cibulakan, dan Desa
Karangtengah. Pelaksanaan survey dilakukan dengan mengamati
kondisi fisik wilayah, mencatat penggunaan lahan, luas lahan dan
mengevaluasi kesesuaian tata ruang yang ada dengan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan dengan disertai bukti berupa dokumentasi
dan pencatatan secara tertulis. Data survey kemudian dianalisis dan
dijadikan sebuah laporan yang mencakup temuan lapangan, analisis
kesesuaian tata ruang dan rekomendasi. 6. Membuat Nota Dinas
Kegiatan ini merupakan sebuah surat atau dokumen resmi yang
disampaikan ketika sudah melaksanakan rapat dinas, bertujuan untuk
menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada pihak terkait

lainnya.

Tabel Rekapitulasi Surat Masuk Bidang Tata Ruang

Tanggal ‘]uml\bliguslgrat Perihal Surat
25 Juli 5 Permohonan KTR Desa Benjot
. Permohonan PKKPR Desa
26 Juli 4
Karangtengah
. Permohonan KTR dan PKKPR dari
29 Juli 6
beberapa desa
2 Agustus 8 Evaluasi perencanaan tata ruang
7 Agustus 5 Surat undangan rapat dinas
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12 7 Permohonan KTR Desa Cibulakan
Agustus
16 Permohonan PKKPR untuk proyek
10
Agustus perumahan

Pengendalian Pertanahan Melalui KKPR Persyaratan berkas permohonan
yang terdiri atas surat permohonan Tata Ruang, fotocopy KTP/Surat identitas
lainnya, fotocopy surat tanah, gambar situasi/letak tanah (titik koordinat
tanah), nomor kontak pemohon. Adapun untuk prosedurnya yaitu pemohon
mengajukan berkas permohonan ke pengadministasi bidang tata ruang,
pelaksanaan survei lapangan, penyusunan surat keterangan tata ruang
berdasarkan pengolahan data hasil survei, dan pengambilan surat keterangan
tata ruang oleh pemohon ke pengadministrasi bidang tata ruang, KKPR
berperan dalam mengendalikan pertanahan melalui persyaratan yang menjadi
acuan untuk menerima atau menolak permohonan KKPR. Jika permohonan
KKPR ditolak, pemohon memiliki opsi untuk mengubah rencana
pemanfaatan ruang atau memilih lokasi alternatif. Sebaliknya, jika
permohonan disetujui, pemohon berhak melanjutkan proses perolehan tanah.
Lokasi tanah yang diperoleh harus sesuai dengan area yang tercantum dalam
KKPR dan mematuhi seluruh ketentuan teknis yang terkait dengan rencana
pemanfaatan ruang. Setelah tanah diperoleh, langkah selanjutnya adalah
mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Jika proses permohonan
hak tidak dilanjutkan, tanah yang diperoleh berpotensi dikategorikan sebagai
tanah terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. Aktivitas
selama magang menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa
yang ingin mendalami tema pengelolaan dan pendataan surat administrasi
umum seperti PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang) dan KTR (Keterangan Tata Ruang). Melalui magang ini,
31 mahasiswa dapat belajar secara langsung tentang proses-proses yang
terlibat dalam administrasi umum di dinas publik, terutama terkait dengan
perizinan dan pengaturan tata ruang. Kegiatan magang ini memberikan
kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara mendalam bagaimana
surat-surat administrasi umum diproses dan dikelola dalam sebuah dinas
pemerintahan.

1092



Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 2 (2025), e-ISSN 2963-590X | Mustakim

Mahasiswa bisa melihat secara langsung bagaimana formulir-formulir seperti
PKKPR dan KTR diisi, diajukan, dievaluasi, dan disetujui. Hal ini membantu
mereka untuk memahami prosedur prosedur yang harus diikuti dalam
mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan
ruang di suatu daerah. Selain itu, melalui magang ini mahasiswa dapat
mengasah keterampilan praktis seperti kemampuan berkomunikasi dengan
baik, baik dalam hal menyusun surat-menyurat resmi maupun berinteraksi
dengan berbagai pihak terkait, seperti pihak internal dinas maupun
masyarakat umum yang mengajukan permohonan. Mahasiswa juga dapat
mempelajari tentang pentingnya akurasi dan ketelitian dalam pengelolaan
data, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam setiap proses administrasi yang dikerjakan. KKPR
(Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan jenis perijinan yang
berfungsi menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam
membangun dan mengurus tanah. Apabila permohonan KKPR ditolak, maka
pemohon dapat mengubah rencana pemanfaatan ruang atau mengganti lokasi
pemanfaatan ruang. Sebaliknya apabila permohonan KKPR disetujui, maka
pemohon dapat melakukan kegiatan perolehan tanah Aktivitas magang juga
dapat menjadi wadah untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang
kebijakan publik terkait pengelolaan ruang dan tata letak. Dengan memahami
peran dinas pemerintahan dalam mengatur pemanfaatan ruang, mahasiswa
dapat lebih menghargai kompleksitas serta tantangan yang terlibat dalam
menyusun kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Selain itu,
magang juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dinas tersebut
bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga terkait dan komunitas
lokal, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pengelolaan pekerjaan

umum dan tata ruang.
KESIMPULAN DAN SARAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Cianjur adalah lembaga
pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan,
pengawasan, dan pengelolaan infrastruktur serta tata ruang di Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Sebagai salah satu dinas penting dalam
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struktur pemerintahan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Cianjur memiliki peran utama dalam memastikan pengembangan wilayah ini
dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan
masyarakat. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Cianjur dalam
mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Mereka berperan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai
kepentingan serta aspirasi masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta
untuk mencapai pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan sesuai dengan
visi pembangunan Kabupaten Cianjur. Persyaratan berkas administrasi
permohonan yang terdiri atas surat permohonan Tata Ruang yang ditujukan
kepada Dinas bersangkutan fotocopy KTP/Surat identitas lainnya, fotocopy
surat tanah, gambar situasi/letak tanah (titik koordinat tanah), nomor kontak
pemohon. Adapun untuk prosedurnya yaitu pemohon mengajukan berkas
permohonan ke pengadministasi bidang tata ruang, pelaksanaan survei
lapangan, penyusunan surat keterangan tata ruang berdasarkan pengolahan
data hasil survei, dan pengambilan surat keterangan tata ruang oleh pemohon
ke pengadministrasi bidang tata ruang. KKPR (Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang) merupakan jenis perijinan yang berfungsi menggantikan
izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus
tanah. Apabila permohonan KKPR ditolak, maka pemohon dapat mengubah
rencana pemanfaatan ruang atau mengganti lokasi pemanfaatan ruang.
Sebaliknya apabila permohonan KKPR disetujui, maka pemohon dapat
melakukan kegiatan perolehan tanah 33 Secara keseluruhan, segala aktivitas
magang di Dinas PUTR Cianjur merupakan pengalaman yang sangat
berharga bagi mahasiswa. Pengalaman ini menjembatani ilmu yang dipelajari
di bangku kuliah dengan praktik di dunia kerja, membantu kami
mengembangkan kompetensi, dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan

pekerjaan di masa depan.

Saran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pendataan
administrasi Dinas PUTR, disarankan agar menggunakan sistem digitalisasi
yang lebih maju, dan sistem digitalisasi arsip tata ruang untuk mempermudah

pencarian data yang dapat mempercepat proses pengelolaan data dan
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mengurangi kesalahan manual. Selain itu, pelatihan rutin bagi staf mengani
penggunaan sistem baru dan prosedur administrasi sangat penting untuk
memastikan pemahaman dan keterampilan yang memadai. Terakhir,
penyusunan dan penerapan Prosedur Standar Operasional (SOP) yang jelas
akan membantu dalam mencapai efesiensi dalam setiap proses administrasi,

serta memudahkan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan.
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